
Menimbang:

Mengingat:

SALINAN

BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KAAUPATEN DONGGALA
NOMOR 6 TAHUN 2Ot4

. TENTANG

BANTUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAI.I YANG iiAHA ESA

BUPATI OONGGALA.

a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara unluK
moningkatkan kualitas pengetahuan dan pemahaman akan ilmu
dami mencerdaskan kehidupan bangsa lndonasla;

b. bahwa pemerintah daerah Kabupaten Oonggala berkewajiban
menlelenggarakan urusan pendidikan dalam rangka
mewujudkan sumber daya masyarakst Donggala yang
menguasai ilmu p€ngetahuan;

c. bahwa masih terdapat anak-anak di Kabupaten Donggala
menghadapi kesulitan biaya pendidikan sehingga dipandang
pBrlu untuk dib€ri bantuan d€mi kelancaran mengikuti proses
belajar;

d. berdasarkan pertimbangan s€bagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, dan huruf c dibentuk peraluran Daerah Kabupaten
Donggala tentang Bantuan Pendidikan.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubtik
lndonesia Tahun '1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembenlukan
daerah Tingkat ll di Sulawesi Dongggala (Lembaran Negara
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3.

4.

Tahun '1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor Z0 Tahun 2003 tenlang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 430i l:
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi; Tahun 2004
Nomor '125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) s€bagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 tahun 20Og (Lembaran Neg-ara
Republik Indonesia Tahun 200g Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor 4&l4)
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintahan pusat dan pemerintahan Daeiah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g) :
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO5 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1S7.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45):
Peraturan Psmerintah Nomor 5g TAhun 2005 tentano
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republii
lndonesia Tahun 2005 Nomor .t40, Tambahan Lembaraan
Negara Republik Indonesia Nomor 4b7g):
Peraturan Pemerintah Nomor .t9 tahun 2O0S tentang Standar
Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578):
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang pembagian
Urusan Pemerinlah antara pemerintah, pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerinlah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun ZOOT Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO7 tentang pendidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik

10.
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11.

12.

'13.

14.

Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 476)i
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan

Pendanaan Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Sj05)
Sebagaimana telah diubah dengan peraluran Pemerinlah Nomor
66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan pemerinlah
Nomor 17 Tahun 2O1O tentang Pengelotaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5157);
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008
Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten
Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2OOg
Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala
Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Donggala 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Donggala Tahun 2010 Nomor 1);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

dan
BUPATI OONGGALA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TEI{TANG
BANTUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 'l

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Bupati adalah Bupati Donggala.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Donggala sebagai unsur
peny€lenggara p€merintahan daerah.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Donggala dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerinlahan daerah.

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Saluan

Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan lerencana untuk mewujudkan suasana belajar

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinys untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara.

8. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang
terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

9. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada ialur pendidikan format yang
melandasi ienjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan
pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah lbtidaiyah atau bentuk lain
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10.

yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan
pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah pertama dan Madrasah
Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat,
Pendidikan menengah adatah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal
yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas,
Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan
atau bentuk lain yang sederaiat.
Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jatur pendidikan formal setelah
pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana,
magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oteh perguruan tinggi_
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat ApBD adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala.
Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk
menlclenggarakan dan mengelola pendidikan.
Bantuan Pendidikan yang selanjutnya disebut dengan bantuan adalah bantuan
dana yang diperuntukkan bagi siswa atau mahasiswa miskir/ tidak mamou dalam
menempuh pendidikan di saluan p€ndidikan dasar, msnengah, dan tinggi yang
diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala melalui Dana APBD untuk
membantu atau meringankan beban biaya p€ndidikan.
Satuan Pendidikan adalah kelompok tayanan p€ndidikan yang menyelenggarakan
pendidikan pada Jalur Formal pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan
tinggi baik yang diselenggarakan oleh p€merintah, pemerintah daerah maupun
masYarakat.
Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi
diri melalui proses p€mbela.iaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jsnjang
pendkJikan tertentu.
Masyarakal adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat
hukum adal, korporasi, dan/atau pemangku kepenlingan nonpemerinlah lain dalam
kebiiakan publik.

Peran seda Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat untuk menyampaikan
atau memberikan pendapat dalam pelaksanaan pemberian bantuan.
Bentuk peran serta masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan
masyarakat dalam pelaksanaan pemberian bantuan.
Pengawasan bantuan pendidikan adalah kegiatan mengamati, memeriksa dan
menilai pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan.

11.

12.

tJ.

14.

15.

to_

17.

'19.
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BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian bantuan pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a. keadilan:
b. keterbul€ani
c. tanggung jawab

d. Pedindungan: dan

c. kes€imbangan

Pasal 3

Pemberian bantuan pendidikan bertuiuan untuk:

a. memenuhi hak pendidikan bagi masyarakal;

- b. meningkatkan aksos layanan p€ndidikan;

c. membantu 
"t"u 

t"''nlli-*ul-Ju"n oLv" pendidikan dalam menempuh dan/alau

menYelesaikan Pendidikan;
- d. mendukung dan mengembangkan prosram 

f19idl!11'.nasional:
;. meningkaikan kualitas sumber daya manusia di daerah'

BAB III

PENDANAAN BANTUAN

Pasal 4

(1 ) Dana bantuan pendidikan ditetapkan dalam APBD '

(2) Dana u"n,u"n p"nJilil"i-i-d"n"ttn"n" dimaksud pada ayat (1) dianggafkan

setiap tahun anggaran'

Pasal 5

(1) Oana bantuan pendidikan dapat berasal dan:

a. Pemerintah Pusat:

b. Pemerintah Provinsi
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c. Badan usaha milik negara alau badan usaha milik daerah;
d. Bantuan dari luar negeri;
e. Pengusaha; dan
f. Perorangan

(2) Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan kepada
pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendidikan.

(3) Dana bantuan kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendidikan

dilarang digunakan untuk kep€ntingan lain.
(4) Sumber dana bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) sebagai

sumber p€ndapatan daerah dimasukkan ke dalam kas daerah.

BAB IV
PEMBERIAN BANTUAN

Baghn Kesatu
Jenis Bantuan

Pasal 6

Jenis bantuan bagi pGerta didik meliputi:
a. Beasiswa
b. Biaya pendidikan; dan
c. Jaminan pendidikan.

Pasal 7

(1) Jenis bantuan beasiswa diperuntukkan dan diberikan bagi anak putus s€kolah

tingkat sekolah dasar (So) dan sekolah menengah pertama (SMP) dari keluarga
yang Kurang mampu.

(2) Jenis bantuan s€lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diperuntukkan bagi
peseria didik SD atau SMP yang aktif dari keluarga yang kurang mampu.

Pasal 8

Jenis bantuan biaya pendidikan dapat diberikan kepada Mahasis,wa atau Mahasiswa

Baru yang Kurang Mampu.
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Pasal 9

, Jenis bantuan jaminan pendidikan diperuntukkan dan dibedkan bagi peserta didik yang

miskin atau tidak mamou.

Bagian Kedua
K.iteria dan Syarat Penerima Bantuan

Pasal 10

(1) fviteria penerima Beasiswa untuk anak putus sekolah sampai pada tingkat SMP
yang naik kelas dan kurang mampu secara ekonomi.

(2) Syarat penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yaitu:
a. Siswa putus sekolah atau rawan pulus sekolah;
b. mempunyai surat keterangan kurang mampu dari Kepala Desa atau nama lain

atau dari Lurah:
c. penduduk yang berdomisili alau bertempat tinggal di wilayah Kabupalen

Donggala yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK).

d. diusulkan oleh pimpinan sekolah dan mendapat rekomendasi dari Kepala

Dinas.

Pasal 11

(1) Kriteria penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa yaitu Mahasiswa

Perguruan Tinggi Neged/Swasta di wilayah Provinsi Sulawesi yang belum

b€rkeluarga, masih aktif kuliah, dan tidak s€dang cuti kuliah.
(2) Syarat penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. mempunyai surat keterangan kurang mampu dari Kepala Desa atau nama lain

atau dari Lurah:

b. Memiliki Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;

c. Penduduk Kabupaten Donggala;

d. Indeks Prestasi (lP) minlmal 2,75;
e. Tidak sedang menerima b€asiswa dari sumb€r dana yang sama; dan

f. Diusulkan oleh Perguruan Tinggi Negeri/swasta yang bersangkutan dan

mendapat rekomendasi dari Kepala Oinas.
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(3) Kriteria penerima bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa baru yaitu belum
berkeluarga, Peserta Didik Lulusan Sekolah Menengah Negeri/Swasta yang
diterima di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di provinsi Sulawesi Tengah atau
mahasiswa baru Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di provinsi Sulawesi Tengah.

(4) Syarat penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Memiliki l.iazah atau Surat Keterangan Hasit Uiian Nasional:
b. Mempunyai surat keterangan kurang mampu dari Kepala Desa atau nama lain

atau dari Lurah;
c. Surat Keterangan diterima sebagai mahasiswa baru di psrguruan Tinggi

Negeri/Swasta di Provinsi Sulawosi Tengah.
d. Penduduk Kabupaten Donggala
e. Tidak sedang menerima bantuan dari sumber dana yang sama; dan
f. Diusulkan oleh Perguruan Tinggi Negeri/swasta yang bersangkutan dan

mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Kriteria penerima Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin atau Tidak
Mampu yaitu peserta didik SD dan SMP Negeri/Swasta yang tidak dapat melunasi
biaya sekolah.

(2) Syaral penerima Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskln/Tidak Mampu
meliputi :

a. Mempunyai kartu keluarga miskin alau surat keterangan tidak mampu dari
Keoala Desa atau nama lain atau dari Lurah

b. Mempunyai surat tagihan dari sekolah tentang beban biaya yang belum
dibayar;

c. Penduduk Kabupaten Donggala;
d. Diusulkan ol6h sekolah dengan rekomendasi Kepala Dinas atau diusulkan oleh

Madrasah dengan rekomendasi Kantor Kemenlerian Agama Kabupaten
Donggala.
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Bagian Ketiga
Nilai Bantuan

Pasal 13

(1) Penerima bantuan Beasiswa unluk Anak Putus Sekolah SD mendapat beasiswa

sebesa. Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) pet siswa/bulan dan penerima

Beasiswa bagi Anak Putus Sekolah SMP mendapat beasiswa sebesar Rp
'100.000,00 (saratus ribu rupiah) per siswa/bulan;

(2) Penerima Beasiswa bagi peserta didik SD dan SMP dari keluarga kurang mampu

masing-masing mendapal beasiswa:
a. setingkat SD sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per siswa/bulan

b. setingkat SMP sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per

siswa/bulan;
(3) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Kurang Mampu mendapat baniuan

biaya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per mahasiswa/tahun;

- (4) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Kurang Mampu mendaPat
- bantuan biaya Rp 3.000.000,00 (tiga iuta rupiah) per mahasiswanahun;

(5) Penerima Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Peserta didik Miskin/Tidak Mampu

- mendapat bantuan biaya sebesar tagihan uang sekolah yang belum dapat dilunasi

maksimal Rp 2.000.000,00 (dua Juta rupiah).

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN

Pasal 14

(1) Pengelolaan dana bantuan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

(2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. MenetaDkan alokasi dana bantuan;

b. Mempersiapkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sesuai dengan dana dan

kegiatan yang telah diletapkan;

c. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program bantuan;

d. Melakukan pendalaan calon penerima bantuan;

e. Memproses pencairan dana ke satuan pendidikan/penerima bantuan;

- f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan p€mberian bantuan; dan
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g. Menyusun laporan pelaksanaan pemb€rian bantuan

Pasal 15

Pemberian bantuan kepada penerima disalurkan dengan ketentuan:
a. Melalui rekening satuan pendidikan/penerima; dan
b. Rekening satuan pendidikan yang dimaksud pada huruf a adalah rekening atas

nama sekolah atau lembaga pendidikan dan bukan atas nama pribadi.

Pasal 15

(1 ) Pencairan bantuan dilaksanakan dengan tata czlra:

a. Kepala Dinas membentuk Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan sesuai jenis
bantuan masing-masing;

b. Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan melakukan pendataan dan seleksi calon
penerima bantuan selanjutnya ditelapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
untuk bantuan yang anggarannya tersedia pada pos Belanja Langsung Dinas;

c. Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan melakukan pendataan dan seleksi calon
p€nsrima bantuan selanjutnya ditstapkan dengan Koputusan Bupali untuk
bantuan yang anggarannya tersedia pada Belanja Tidak Langsung/Pos
Bantuan Bupati;

d. Tim Polaksana Penyaluran Bantuan mengajukan parmohonan bantuan kepada
Kepala Dinas untuk jenis bantuan :

1) Beasiswa untuk anak putus sekolah SD/SMP;
2) Beasiswa bagi peserta didik aktif setingkat SD dan SMP dari keluarga tidak

mampu:
3) Bantuan biaya pendidikan mahasiswa kurang mampu; dan
4) Bantuan biaya pendidikan mahasiswa baru kurang mampu.

e. Tim Pelaksana Penyaluran Eantuan mengajukan permohonan bantuan kepada
Bupali untuk jenis bantuan jaminan pendidikan bagi peserta didik miskin atau
tidak mampu;

{. Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan menyalurkan bantuan kepada p€nerima

bantuan melalui sekolah masing-masing atau lembaga penyelenggara
p€ndidikan:

g. Tim Pslaksana Penyaluran Bantuan menyusun dan menyampaikan laporan
pelaksana kegiatan pemberian bantuan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
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Pasal 17

(1) Bupati waiib melakukan pengawasan pemberian bantuan pendidikan kepada

pen€rimabantuanyangdi|aksanakano|ehDinasPendidikanUntukmemast.kan
pemberian baniuan tePat sasaran.

(2) Kepala Dinas melakukan pemaniauan dan svaluasi pelaksanaan pemberian

Bantuanyangdi|aksanakano|ehTimPelaksanaPenyaIuranBantuanatauapafat
Oinas Pendidikan

(3)Seko|ahatau|embagapenyelenggarapendidikanyangp€sertadidiknyamener.ma
banluan waiib melaporkan realisasi penyaluran bantuan kepada Bupati melalui

Dinas Pendidikan.
(4) Hasil panlauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayal (2) serta laporan

realisasi penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayal (3) wajib

. dilaporkan oleh Kepala Dinas kspada Bupati'

BAB VII

. PERAN SERTA iIASYARAKAT

Pasal 18

(1) Masyarakat dapat berperan dalam pelaksanaan pemberian bantuan'

(2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. masul(an atau informasi mengenai kondisi calon penetima bantuan atau

mengenai kondisi penyelenggara pendidikan'

b. pengawasan terhadap penyelenggaran pendidikan atas penerimaan bantuan'

Pasal 19

(1) Masukanl informasi atau hasil pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan

p€mberian bantuan dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis' kepada:

a. Buoati;
b. PimPinan DPRD:

- c. Melalui anggota DPRD;

BAB VI

PENGAWASAN
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d. Kepala Dinas;

e. Camat:
f. Lurah:
g. Kepala Desa atau nama laln.

(2) irlasukan/ informasi atau hasil pengawasan masyarakat yang disampaikan kepada

Camat. Lurah, Kepala Desa atau nama lain diteruskan kepada Kepala Dinas'

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Dlerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala'

Ditetapkan di Donggala

Pada tanggal 28 Agustus 2014
BUPATI DOiIGGALA

ttd

KASMAI{ LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 28 Agustus 2014
biiner-A-nrs oGRAH KABU PArEN DoNGGALA'

Ttd

AID|L NUR. SH.. M.Si
Pembina Utama Madya
NlP. 19600511 198603 I 019
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya :

NOREG 87 PERATURAI{ DAERAH KABUPATEN

SULAWESI TENGAH : 06TTAHUN 201t1

KABUPATEN DONGGALA
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PENJELASAN

pERAT,RAN oor*o,illirrorEN D.NGGALA
NOMOR 6 TAHUN 2OI4

TENTANG

BANTUAN PENDIDIKAN

I. UMUM
Pendidikan merupakan hak setiap warga masyarakat sehingga pemerinlah

daerah harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan
mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan
perkembangan p€radaban. Dalam rangka memenuhi hak masyarakat dimaksud
ditempuh berbagai upaya salah satunya pemberian bantuan pendidikan agar
masyarakat dapat mengikuti pendidikan.

- Oleh karena itu untuk menciptakan tertib pemberian bantuan serta adanya
kepastian hukum dalam memberikan bantuan lersebut memandang perlu untuk
menyusun Peraturan Daerah Tentang Bantuan pendidikan b€gi masyarakat khususnya- masyarakat Kabupaten Donggala.

II. PASAL OEMI PASAL

Pasal I
Cukup ielas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3

Hurufa: Hak pendidikan masyarakat merupakan perwuiudan dan Hak Asai
Manusia di bidang pendidikan.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
, Cukup jelas
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Huruf e
CukuP jelas

Pasal 4
CukuP ielas

Pasal 5

Ayat (1)
Huruf a

Huruf b

Huruf c

Huruf d

Huruf e

Huruff

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup ielas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jslas

Pasal 7
Cukup ielas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup ielas

Cukup jelas

Cukup ielas

cukup jelas

Yang dimaksud bantuan dari luar negeri dalam

kelentuan ini ialah bantuan yang diberikan oleh

Pemerintah Negara Asing atau lembaga asing non

pemerintah.

Cukup jelas

Cukup jelas
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I 
Pasal 10

Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 1 1

Ayat (1)

Ayat (2)

!

Cukup jelas

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Huruf d

Kartu Keluarga yang dimaksud dalam ketentuan ini

ialah Kartu Keluarga yang diterlcitkan oleh Peiabat

dilingkungan Pamerintah KabuPalen Donggala.

Rekomendasi Keoala Dinas Pendidikan dibuat dalam

bentuk tertulis.

Cukup jelas.

Huruf a
Cukup jelas

Hunrf b
Cukup i€las

Huruf c
Penduduk Kabupaten Donggala dibuktikan dangan

Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Donggala atau

Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Pejabat

Pemerintah Kabupalen Donggala

Huruf d
Cukup,elas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dibuat

dalam benluk tertulis.

Ayat (3)
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Pasal '12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Gukup.ielas
Ayat (4)

Huruf a

Huruf b

Huruf c

Huruf d:

Huruf e:
Huruf f:

Ayat (1): Cukup jelas

Ayat (2): Huruf a:

Huruf b:

Huruf c:

Huruf d:

Cukup jelas

Cukup ielas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Surat Keterangan diterima sebagai mahasiswa

baru ditandatangani oleh Reklor atau Dekan.

Penduduk Kabupaten Donggala dibuktikan dengan

Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Donggala dan

masuk Kartu Keluarga Orang Tua/ Wali yang

diterbitkan oleh Pejabat Pemerinlah Kabupaten

Donggala.
Cukup lelas
Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dibuat

dalam bentuk tertulis.

Cukup jelas

Cukup.ielas
Penduduk Kabupaten Donggala dibuktikan dengan

Kartu Tanda Penduduk Kabupat€n Donggala dan

masuk Kartu Keluarga orang Tua/ Wali yang

diterbiikan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten

Oonggala.
Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan atau

rekomendasi Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Donggala dibuat dalam bentuk tertulis.
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Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jetas
Pasal 20

Cukup jelas

LEIIBARAN OAEMH KABUPATEITI DONGGALA TAHUI{ 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya :

KABUPATEI{ DOI{GGALA
PERUNDAI{G.UNDANGAN,

NOREG 87 PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN DONGGALA, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : o6/TAHUN 2or4
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